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ABSTRAK : - bahwa untuk memperkuat penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka,

CATATAN : -

melalui penetapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka melalui
penetapan Perangkat Daerah sebagai pengelola simpul jaringan dalam Jaringan Informasi
Geospasial Nasional (JIGN), sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan
berbasis informasi geospasial serta mewujudkan tata kelola yang berkualitas, akurat,
terpadu, terintegrasi, dan akutabel melalui perubahan atas Peraturan Bangka No. 64
Tahun 2021.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun
1997; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 6 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Perpres
No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 132 Tahun 2022; Perpres No. 82 Tahun 2023;
PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2024; PERMENDAGRI No.
3 Tahun 2017; Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 17 Tahun 2020; Peraturan BPS No. 3
Tahun 2022; Perda Kab Bangka No. 7 Tahun 2022; Perbup Bangka No. 42 Tahun 2021;
Perbup Bangka No. 64 Tahun 2021.

Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 64
Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka guna menyesuaikan
kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan, memperkuat tata kelola data pemerintah daerah ,serta
meningkatkan koordinasi, integrasi, akurasi, kualitas, dan pemanfaatan data dalam
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 12 Juni 2026 dan ditetapkan pada tanggal 12
Juni 2026
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